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PERATURAN BUPATI KEPUI,AUAN ARU

NOMOR 56 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

- DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika, dipandang perlu

menjabarkan T\rgas dan Fungsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran T\rgas dan Fungsi Dinas

Komunikasi dan Informatika;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

Undang-Undang Nomor 4A Tahun 2OOg tentang

Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten

Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di
Provinsi Maluku (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OO3 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia a35O);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2011 tentang

-Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523il;
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Undang-Undang l{omor 23 Tahun 2al4 tentang

Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Al4 Nomor 244, Tarrbahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nornor 114, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran

Daerah Tahun 2A16 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

IcOctapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN

FUNGSI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

IHarn kraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

L lhah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.

2. Bryfi adalah Bupati Kepulauan Aru.

3 frims adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.
+- r&'DFla Dinas adahh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

5. Kdompok adalah Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi

Dinas.

6. Sub Kelompok adalatr Sub Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa

ftmgsi Dinas.

4.

5.

6.



BAB tr

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

DINAS

Pasal 2

(U Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang

komunikasi dan informatika serta Tugas Pembantuan yang

diberikan kepada daerah;

(21 Dalam melaksananakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi

publik di lingkup pernerintah daerah, pengelolaan informasi

untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,

penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media

komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan

hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya kornunikasi

publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur

dasar data center, disaster recovery center & TlK, layanan

pengembangan internet, layanan rnan4iemen data dan informasi

e-Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,

layanan keamanan informasie-Government, layanan sistem

komonikasi intra Pemerintah Daerah Kabupaten, layanan

pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesilik dan

suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK

Smart City, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga,

pelayanan Publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government

Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten,

pengembangan sr.Lmber daya TIK pemerintah daerah dan

masyarakat lingkup Kabupaten;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan Opini dan aspirasi

publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan inforrnasi

unhrk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah,

penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media

komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan

hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi
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d.

e.

publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur
dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan
pengembangan internet dan penggunaan akses internet, layanan

manqiemen data dan informasi e- Government, integrasi layanan
publik dan kepernerintahan, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah
Kabupaten, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi
generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi,
penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City, Iayanan nama

domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan
kegiatan, penyelengaraan Government chief information officer
(GCIO) pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK
pemerintah daerah dan masyarakat lingkup Kabupaten;

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini
dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, pengelolaan

informasi untuk mendukung kebliakan nasional dan pemerintah
daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media
komunikasi publik, pelayanan informasi publik layanan
hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi
publik dan penyediaan akses informasi, layanan infrastruktur
dasar data center, disaster recovery center & TIK, layanan
pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan
manqiemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan
publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah

Kabupaten, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi
generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi,
penyelenggaraan ekosistem TIK smart citiy, layanan nama
domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan
kegiatan, penyelenggraan Government chief Information oflice
(GCIO) Pemerintah Kabupaten, pengembangan sumber daya TIK
Pemerintah Daerah dan mas5rarakat lingkup Kabupaten;
pelaksanaan administrasi Dinas; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



Bagian l(edua

KEI.OMPOK PENDTJKUNG

Pasal 3

(1| Kelompok pendukung mempunyai tugas melaksanakan pelayanan

teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Dinas

Komunikasi dan Informatika;
p) Datam melaksananakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kelompok pendukung melaksanakan fungsi :

a. koordinasi, sinkronisasi dan intergrasi pelaksanaan tugas dan

fungsi organisasi;

b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat

meliputi penJrusunan program dan anggaran, evaluasi, pelaporan,

dan hubungan masyarakat serta keprotokolan;

c. penyelenggaraan urusan ketatausahaan dan kepegawaian

meliputi urusan persuratan, kearsipan serta kepegawaian;

d. penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi

urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, pencatatan aset

dan perlengkapan; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Sub kelompok 1 melaksanakan tugas program dan data;

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut, sub kelompok 1 mempunyai

fungsi:

a. penyiapan bahan koordinasi dan pen5rusunan rencana program

dan anggaran;

b. penyrapan bahan koordinasi dan penJrusunan rencana strategis;

c. penyiapan bahan pen)rusunan laporan;

d. pengurnpulan, pengelolahan, dan penyajian data;

e. penyiapan bahan pen5rusunan laporan kinerja; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(U Sub kelompok 2 melaksanakan tugas ketatausahaan;

(2) Dalern melaksanakan tugas tersebut, sub kelompok 2 mempunyai

fungsi:



a- peqfiapan dan pelaksanaan rrrusan tata usaha;
b. penyiapan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;

c. penyiapan dan pelaksanaan urusan rumah tangga;

d. penyiapan dan pelaksanaan urusan tata persuratan dan
kearsipan;

e. penyiapan dan pelaksErnaan urusan kehurnasan;
f. pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;
g- penyiapan bahan pen5rusunan laporan kinerja;
h- penyrapan bahan penyarrpaian Laporan Harta Kekayaan

Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHI(ASN) ;

t mengkoordinasikan penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan
Sistim Pengendalian Internal pernerintah (SpIp); dan

j. pelaksanaan tugas lain ya&g diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 6

{f} Sub kelompok 3 melaks anakan tugas keuangan;
(2}Dalam melaksanakan tugas tersebut, sub kelompok 3 mempunyai

fungsi:

a. pelaksanaan urusan tata laksana ker.langan;

b. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan gqii;

c. pelaksanaa.n urusan veri{ikasi dan akuntansi;
d. pelaksanaan urusan pelaporan keuangan; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Bagtan Keernpat

KEI,OMPOK FUNGSI I

Pasal 7

[1] Kelompo.k Fungsi I melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan
pelaksanaan "kebiiakan, pen]rusunan norrna, standar, prosedur dan
kriteria; dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini
dan aspirasi publik di linglup pemerintah Daerah, pengelolaan

I



informasi untuk mendukung kebliakan nasional dan pemerintah

daerah, serta pelayanan informasi publik di Kabupaten;
p) Kelompok Fungsi I melaksanakan fungsi:

a. penyrapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan

opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah,

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan

pemerintah daerah, serta pelayanan informasi publik di
Kabupaten;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebljakan di bidang pengelolaan

opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah Daerah,

pengelolaan informasi publik di Kabupaten;

c. penyiapan bahan pen)rusunan norrna, standar, prosedur, dan

kriteria penyelenggaraan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi

publik di lingkup Pemerintah daerah, pengelo aan informasi

untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah

serta pelayanan informasi publik di Kabupaten;

d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup
Pemerintah Daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung

kebijakan nasional dan pemerintah Daerah serta pelayanan

informasi publik di kabupaten;

e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini
dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah, serata
pelayanan informasi publik di Kabupaten; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

{1} sub kelompok L, yang melaksanakan tugas menyiapkan bahan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pen5rusunarl norrna, standar,
prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi

serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi pengelolaan

opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah di
I(abupaten;

(21 Dalam melaksanakan tugas tersebut, sub kelompok 1

menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di (media massa



dan s<lsia!, pengumpulan pendapat umum (survey jajak pendapat),

pengolahan aduan masyarakat di Kabupaten; dan

(3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(f| Sub kelompok 2, yar:rg melaksanakan tugas penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pen5rusunan Norma,

standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan

supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi

pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan

Pemerintah Daerah di Kabupaten;

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut, sub kelompok 2

menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik

lintas sektoral lingkup Nasional dan Pemerintah Daerah, pengolahan

dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik
lintas sektoral lingkup Nasional dan Daerah di Kabupaten; dan

(3) Petaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(f) Sub kelompok 3, yang melaksanakan tugas penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pen5rusunan nofina, standar,

prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pernantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi pelayanan

informasi publik di kabupaten;

(2) Dalam melaksanakan tugas tersebut, sub kelompok 3
merryelenggarakan layanan pengelolaan informasi-informasi publik

untuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

IGterbukaan Informasi Rlblik dan Layanan Pengaduart Masyarakat di

kabupaten; dan

B) Felaksanaan tugas lain yang diberikan oleh ata.san sesuai dengan

bidang hrgas dan fungsinya.



Bagian Kelima

KEI.OMPOK FUNGSI II

Pasal 11

{1} Kelompok Fungsi II melaksanakan penyiapan perumusan dan

pelaksanaan kebijakan, penJrusunan norrna, standar, pr<rsedur dan

kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten

lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan

hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi

publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;

pf Kelompok Fungsi II Menyelenggarakan fungsi:

penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyediaan

konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,

layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya

komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;

penlnapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan

konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi

publik, layanan hubungan media dan penguatan kapasitas

sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi

di Kabupaten;

penyiapa.n bahan penyusunan norrna., standar, prosedur, dan

kriteria penyelenggaraan di bidang penyediaan konten lintas

sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, layanan

hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya

komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di

bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media

komunikasi publik, layanan hubungan media dan penguatan

kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses

informasi di Kabupaten;

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan

konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik,

layanan hubungan media dan penguatan kapasitas sumber daya

komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Kabupaten;

dan

pel,aksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

b.

d.

e.



Fasal 12

(U Sub kelompok 1, yang melaksanakan tugas penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pen1rusunan Norma,

standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan

supenrisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi

penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan med.ia komunikasi

publik di Kabupaten;

pl Dalam melaksanakan hrgas tersebut sub kelompok fungsi 1

menyelen layanan perencarlaan komunikasi publik dan citra

positif Pemerintah Daerah, pengemasan ulang konten nasional

menjadi konten lokal, pembuatan konten local, pengelolaan saluran

komunikasi milik Pemda/media internal, diserninasi informasi

kebiiakan melalui media Pernerintah Daerah dan non Pemerintah

Daerah di Kabupaten; dan

Bf Felaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang

tugas dan fungsinya.

Pasal 13

(f) Sub kelompok 2 yar:g melaksanakan tugas penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pen5rusunan norrna,

standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis

dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait
fungsi layanan hubungan media di Kabupaten;

{2} Dalam melaksanakan tugas tersebut sub kelompok 2

menyelenggarakan layanan pengelolaan hubungan dengan media

(media relations), penyediaan bahan komomunikasi bagi Pimpinan

Daerah (briefing notes, press release, backgrounders) di Kabupaten;

dan

(3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Sub kelompok 3, yang melaksanakan tugas penyiapan bahan

perumusarl dan pelaksanaan kebirjakan, pen5rusunan norrna, standar,

prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan



supereisi, sffta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi

penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan

penydiaan akses informasi di I(abupaten;

Dalam melaksanakan tugas tersebut sub kelompok 3
menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses

informasi bagi media dan lernbaga komunikasi publik, pengembangan

rmber daya komunikasi publik di Kabupaten; dan

Haksanaan tugas lain yang diberikan oleh ata$an sesuai bidang

trrgas dan fungsinya.

Bagran Kelima

KEI.OMPOK FUNGSI III

Pasal 15

f,cf,ompok Ftrngsi III melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan

lrlaksanaan kebijakan, penJrusunan norrna, standar, prosedur dan

lriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta

Imantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan infrastrulrlur
dasar data center, disaster recovery conter & TIK, layanan

lmgemb€rngan intranet dan penggunaan akses internet, layanan
rnnnajsmsn data dan informasi e-Govemment, integrasi layanan

f$lik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-

(Iwernment, layanan sistem komunikasi intra pemerintah

Eabupaten; dan

flf Kelompok Fungsi III, menyelenggarakan fungsi:

a- penyiapan bahan perumus€rn kebliakan di bidan layanan

infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK,

layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,

layanan manajemen data dan informasi e- Government, integrasi

layanan publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi

e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah

I(abupaten;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang layanan

infrastrirkhrr dasar data center, disaster recovery center & TIK,

. l,ayanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,

layanan manajemendata dan informasi e-Government, integrasi

layanan publik darr kepemerintahan, layanan keamanan informasi



e-Government layanan sistem komunikasi intra pemerintah

I(abupaten;

penyiapan bahan pen)rusunan nonna, standar, prosedur, dan

kriteria penyelengg€rraan di bidang layanan infrastruktur dasar

data center, disaster recovery center & TIK, layanan

pengemba.nga.n intranet dan penggunaan akses internet, layanan

manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan

publik dan kepemerintahan, layanan keamanan informasi e-

Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah

Kabupaten;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di

bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery

center & TIK, layanan pengembangan intranet dan penggunaan

akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-

Government, integrasi layanan publik dan kepemerintahan,

layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem

komunikasi intra pemerintah Kabupaten;

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan

infrastruktur dasar data center, disaster recovery center & TIK,

layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet,

layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi

l,ayanan publik dan kepernerintahan, layanan keamanan informasi

e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah

kabupaten; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(U Sub kelompok L, yang melaksanakan tugas penyiapan bahan

perumusan dan pelak$anaan kebijakan, pen5msunan norrna, standar,

prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan

supenrisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi

Layarlan Infrastmkhrr d.asar Data Center, Disaster Recovery Center

dan TIK, serta fungsi Layanan pengembangan intranet dan

penggunaan akses internet di Kabupaten;

@l Dala'r, melaksanakan tugas tersebut sub kelompok 1

nenyelenggarakan Layanan pengembangan dan penyelenggaraan data

d.

e-



Ccotcr tDC) dan Disaster Remver5r Center (DRC), [.ayanan

pengpmbangan dan inovasi TIK dalam implementasi e-Government,

t^ryanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan

inftastrukhrr Teknologi Informatika, Government Cloud Compoting,

I^qranan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik, [,ayanan

Piltering konten negatif, Layanan interkoneksi Jaringan intra

lmerintah; dan

ffif klaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

tidang tugas dan fungsinya.

ksal 17

ml Srb kelompok 2 yang melaksanakan tugas penyiapan bahan

Ixrumusan dan bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan

tnahrasi, dan pelaporan terkait fungsi Layanan Manajemen Data

[nformasi e-Government, serta fungsi integrasi Layanan publik dan

Kepemerintahan di Kabupaten;

ml Dalam melaksanakan tugas tersebut sub kelompok 2

menyelenggarakan layanan penetapan standar format data dan

:infrrm.asi, wali data dan kebirjakan, I"ayanan recovery data dan

ffirmasi, Layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan

Ih pemerintahan, La5ranan peningkatan kapasitas Sumber Daya

kusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan

t$stem Informasi publik, Layanan interoperabilitas, layanan
fofrkonektivitas layanan publik dan kepemerintahan, layanan Pusat

Alillication Program Interf;ace (API) daerah; dan

, ffi klaksanaan hrgas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

t*lang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

El Sub kelompok 3 yang melaksanakan tugas penyiapan bahan

IEnrmusan dan pelaksanaan kebijakan, pen5rusunan Norma,

standar, prcsedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan

, srpemisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi

t^ayanan informasi e-Government, serta [,ayanan Sistem

Kmrmikasi Intra Pemerintah di I(abupaten;



trl Dalam melaksanakan tugas tersebut sub kelompok 3

menyelengarakan l,ayanan monitoring trafik elektronik, Layanan

penangarlan insiden keamanan inforrrasi, Layanan peningkatan

kapasitas Sumber Daya manusia di bidang keamanan informasi,

Layanan keamanan informasi pada Sistem Elektronik Pernerintah

Daerah, pelaksanaan audit TIK, penyelenggaraa.n internet sehat,

kreatif, inovatif dan produktif, Layanan penyediaan prasarana dan

sariana komunikasi pemerintah, Layanan bimbingan teknis dalam

pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintah; dan

Bf Felaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

biclang tugas dan fungsinya.

Bagtan Keenam

KELOMPOK BIDANG FUNGSI IV

Pasal 19

[$ Kelompok Bidang Fungsi IV melaksanakan tugas penyiapan

IErumusan dan pelaksanaan kebijakan, pen5rusunan norrna, standar,

prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

sta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan

lmgembangan dan pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik, &
$rplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan Ekosistem TIK Smart

CitJr, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan

frblik dan kegiatan, penyelenggaraan government Chief information

officer (GCIO) di pemerintah Kabupaten dan masyarakat di
Kabupaten;

pf Kelompok Bidang Fungsi IV, menyelenggarakan fungsi:

a- penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan

pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik &
Suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart

City, layanan Nama domain dan sub domain bagr lembaga,

pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government

Chief Information Oflicer {GCIO) di Peurerintah KabupatenfKota,

pengembElngan Sumber Daya TIK Pemerintah Daearah Kabupaten

dan masyarakat di Kabupaten;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Layanan

pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik &
Suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan Ekosistem TIK



Smart City, Layanan Narna domain dan sub domain bagi Iembaga,

pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government

Chief Information Oflicer (GCIO) di Pemerintah Kabupaten,

Pengembangan Sumbar Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten

dan masyarakat di Kabupaten;

penyiapan bahan pen5rusunan norrna, standar, prosedur, dan

kriteria penyelenggaraan di bidang Layanan pengembangan dan

pengelolaan aplikasi Generik, Spesifik, & Suplemen

yangterintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City,

layanan narna domain dan sub domain bagt lembaga,

pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government

Chife Information Oflicer (GCIO) di pemerintah Kabupaten,

pengembarlgan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten

dan masyarakat di Kabupaten;

penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di

bidang Layanan engembangan dan Pengelolaan Aplikasi generik,

Spesifik & Suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan

Ekosistem TIK Smart City, Layanan Nama domain dan sub domain

bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan

Government Chief Information Oflicer (GCIO) di Pemerintah

kabupaten, pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah

Ihbupaten dan Masyarakat di Kabupaten;

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Layanan

pengembangan dan pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik &

Suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem TIk Smart

City, layanarr Nama domain dan sub domain bagr lembaga,

pelayanan publik dan kegiatan, penyelenggaraan Government

Chieflnformation Officer (GCIO) di pemerintah Kabupaten,

pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten

dan Masyarakat di Kabupaten; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

dengan bidang tugas dan funsinya.

Pasal 2O

{f} Sub kelompok l, yaleg melaksanakan tugas penylapan bahan

perumusan dan pslaksanaan kebijakan, pen5rusunan norrna, standar,

pro.sedur dan lriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan

d-



*rpenrisi, serta pemantar.lan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi

Layanan pengembang€rn dan pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik,
rlan Suplemen yang terintegrasi di Kabupaten;

Pl Dalam melaksanakan tugas tersebut sub

menyelenggarakan layanan pengernbangan aplikasi
darr pelayanan publik yang terintegrasi, Layanan

aplikasi kepemerintahan dan publik; dan

iSN klaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan

tfrtlang tugas dan fungsinya.

kelompok 1

pemerintahan

pemeliharaan

sesuai dengan

Pasal21

ml Srb kelompok 2, yang melaksanakan tugas penyiapan batran

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penJrusun€rn norrna, standar,

lrosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi,

ffita pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait fungsi

lrcrryelenggaraan ekosistem TIK Smart City, serta Layanan Nama

domain dan sub domain bagt lembaga, pelayanan publik dan

kegiatan di kabupaten;

[T Dalam melaksanakan tugas tersebut sub kelompok 2
menyelenggarakan layanan pengembangan Business proce$s Re-

cogineering pelayanan di lingkungan Pemerintahan dan Non

kmerintah (Stakeholder Smart city), Layanan sistem Informasi Smart
city, layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat, Layanan

lmyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City, Layanan

lmdaftaran Nama dornain dan sub domain instansi penyelenggaraan

rfegara bagr kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan

@iatan pemerintahan, menetapkan sub domain terhadap domain
yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat, Layanan pengelolaan

laJranan domain dan sub domain Pemerintah Kabupaten, I"ayanan

Pcningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan domain, Portal

dan website, Menetapkan dan mengubah Nama Pejabat domain,

Henetapkan mengubah Nama domain dan sub dornain, Menetapkan

kclola nama domain, sub domain; dan

Sf klaksanaan ttrgas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
l*lang tuges dan fungsinya.



Pasl22

ttD Sfi kelompok 3, yang melaksanakan tugas penyiapan bahan

pcrumusan dan pelaksanaan kebijakan, pen)rusuna.n norma, standar,

poseaur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan

atperviSr p€rr&Dtauan, evaluasi, dan pelaporan terkait fungsi

lm3relenggaraan Government Chief Information Oflicer (GCIO) serta

lmgembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Kabupaten;

IIaIam melaksanakan tugas tersebut sub kelompok 3

nprr^5relenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan

frrpadu implementasi e-Goverrrment Kabupaten, La5ranan Koordinasi

hrja sarna lintas Organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah

Iherah dan Lintas Pemerintah Pusat serta non Pemerintah, Layanan

ircgrasi pengelolaan TIK, dan e-Government Pemerintah Kabupaten,

t^ryanan peningkatan kapasitas aparatrrr dan sertifikasi teknis

frl|^ng TIK, Layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam

iqilementasi e-Government dan smart city, Promosi pemanfaatan

hyanan Smart City; dan

Haksanaan flrgas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

Hdang tugas dan fungsinya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

:ftrffiran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

tlE setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

ftarnuan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

mryaten Kepulauan Aru.
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